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PANDEMI COVID-19 DAN RISIKONYA
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PETA SEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

KORBAN COVID-19

Sumber Data: 

Komite PenangananCOVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang dmuatdi laman covid19.go.id æ25 Mei 2021
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Sumber Data: 

Komite PenangananCOVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), yang dmuatdi laman covid19.go.id æ24 Mei 2021
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DAMPAK BDR BERKEPANJANGAN SELAMA PANDEMI COVID-19 
KEPADA PESERTA DIDIK
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MAYORITAS PESERTA DIDIK TERKENDALA DALAM BDR/PJJ

* Sumber Data: Indonesia High-Frequency Monitoring of COVID-19 Impacts on Households, Bank Dunia, 2020

* Sumber Data: Hasil Survey BDR di Masa Pandemi COVID-19, Puslitjak, Kemendikbud, 2021
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PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

8

2



PENYESUAIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN (1/2)

9

PRINSIP KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI COVID-19

2

1
Kesehatan dan keselamatanpeserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, 
keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan 
kebijakan pembelajaran

Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi 
pertimbangan dalam layanan pendidikan di masa Pandemi COVID-19



PENYESUAIAN 
KEBIJAKAN 

PENDIDIKAN (2/2)

10

Setelah PTK divaksinasi COVID-19 secara 

lengkap, pemerintah daerah mewajibkan 

satuan pendidikan untuk menyediakan 

layanan:

1. PTM Terbatas dengan tetap

menerapkan protokol kesehatan; dan

2. Pembelajaran Jarak Jauh



VAKSINASI PTK
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VAKSINASI PTK (1/4)

Vaksinasi PTK menjadi salah satuprioritas negara dalam upaya akselerasi PTM
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VAKSINASI PTK (2/4)

Vaksinasi seluruh PTK ditargetkan selesai pada akhir bulan Juni 2021
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VAKSINASI PTK (3/4)

Agar vaksinasi PTK berjalan lancar, Kemenkes, Kemendikbud,

Kemenag, dan Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran

BersamaNomor HK.02.01/MENKES/524/2021, Nomor 4 Tahun

2021, Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 440/2142/SJ tentang

Pelaksanaan Vaksinasi Bagi Kelompok Sasaran Pendidik dan

TenagaKependidikan dalam RangkaPenanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan poin-poin

sebagai berikut :

A. Pemda menugaskan dinas kesehatan melaksanakan

vaksinasiPTKdengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan vaksin sesuaialokasi yang tersedia;

2. Menentukan jadwal vaksinasidi daerah;

3. Menyiapkan sumber daya manusia yang melaksanakan

vaksinasi; dan

4. Melaksanakan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga

kependidikan sesuaistandar
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VAKSINASI PTK (4/4)

B. Pemda menugaskan dinas pendidikan dan berkoordinasi

dengan kantor/kanwil Kemenag/LPMP/LLDikti agar dapat

membantu dinas kesehatan dalam memfasilitasi

pelaksanaanvaksinasiPTK,antara lain:

1. Menyiapkan jadwal dan lokasi pelaksanaan vaksinasi

sesuaidengan protokol kesehatan;

2. Menginformasikan/mengundang pendidik dan tenaga

kependidikan pada setiap satuan pendidikan secara

serentak untuk mengikuti vaksinasisesuaidengan jadwal

dan lokasi yang telah ditentukan ;

3. Melaksanakan vaksinasi sesuai dengan protokol

kesehatan dan tidak menimbulkan kerumunan di lokasi

vaksinasi; dan

4. Menyelenggarakan keseluruhan vaksinasi sesuai dengan

periode yang telah ditentukan oleh dinas kesehatan.
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Update VaksinasiTenaga PendidikPer 23 Mei 2021

Analisa UNICEF Indonesia dengan menggunakan data Kemenkes dan Kemendikbudristek
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PTK yang menerima dosispertama, Indonesia

971.042 1.079.375 1.170.748 1.266.580 1.293.667 1.417.881 5.659.560 
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Å Analisa UNICEF Indonesia dengan menggunakan data progress

vaksinasi Kemenkes dan data target PTK Kemendikbudristek

menunjukan bahwa per 23 Mei sekitar 25% (1,4 juta) guru telah

menerima vaksin dosis pertama.

Å Jika rata-rata kenaikan yang terjadi selama ini terus berlanjut,

maka diprediksikan target 100% PTK tervaksinasi pada bulan

Juni 2021 tidak akan tercapai. Diperkirakan hanya ada 33% (1,9

juta) guru yang menerima vaksin dosis pertama pada awal bulan

Juli.



PTK yang menerima dosiskedua, Indonesia

409.297 482.138 576.769 713.726 752.135 884.534 5.659.560 
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Å Analisa UNICEF Indonesia dengan menggunakan data progress

vaksinasi Kemenkes dan data target PTK Kemendikbudristek

menunjukan bahwa per 23 Mei sekitar 16% (884 ribu) guru telah

menerima vaksin dosis kedua.

Å Jika rata-rata kenaikan yang terjadi selama ini terus berlanjut,

maka diprediksikan target 100% PTK tervaksinasi pada bulan Juni

2021 tidak akan tercapai. Diperkirakan hanya ada 24% (1,4 juta)

guru yang menerima vaksin dosis kedua pada awal bulan Juli.



PTM TERBATAS

20
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PTM TERBATAS DENGAN PROTOKOL KESEHATAN
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SYARAT PTM TERBATAS
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DAFTAR PERIKSA KESIAPAN PTM TERBATAS (1/2)

23

1. Ketersediaan Sarana Sanitasi dan Kebersihan

a. Toilet atau kamar mandi bersih;

b. Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir atau cairan pembersih tangan (hand 
sanitizer); dan

c. Disinfektan

2. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

a. Mampu mengakses fasilitas kesehatan, 

seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan 

lainnya;

b. Menerapkan area wajib masker kain atau 

masker tembus pandang bagi yang 

memiliki peserta didik disabilitas rungu; dan

c. Thermogun (pengukur suhu tubuh)



DAFTAR PERIKSA KESIAPAN PTM TERBATAS (2/2)
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3. Pemetaan Warga Satuan Pendidikan yang Tidak 

Boleh Melakukan Kegiatan di Satuan Pendidikan , 

seperti:

a. Kondisi medis komorbid tidak terkontrol;

b. Tidak memiliki akses transportasi yang 

memungkinkan penerapan jaga jarak

c. Memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, 

oranye, merah dan belum menyelesaikan isolasi 

mandiri selama 14 hari; dan

d. Memiliki riwayat kontak dengan orang 

terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum 

menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat 

belas) hari.

4. Membuat Kesepakatan Bersama Komite 

Sekolah tentang Kesiapan PTM Terbatas



PROSEDUR PTM TERBATAS DI SATUAN PENDIDIKAN (1/2)
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PROSEDUR PTM TERBATAS DI SATUAN PENDIDIKAN (2/2)
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMANGKU 
KEPENTINGAN

27
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAAT MEMPERSIAPKAN PTM TERBATAS (1/2)

28

1. Memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk PTM terbatas dengan aman;

2. Verifikasi dan evaluasi terhadap satuan pendidikan berdasarkan Daftar Periksa di 

Dapodik;

3. Melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang menyelenggarakan PTM Terbatas 

pada laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar

4. Menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang 

lain jika diperlukan;

5. berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/ atau dinas 

kesehatan setempat, terkait:

a. pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 

(kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi, atau kontak erat);

b. informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan

c. informasi status PTM terbatas di satuan pendidikan;

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar
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6. Peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan 

pendidikan, dan pendidik tentang penerapan protokol kesehatan, dukungan 

psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme 

PJJ, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;

7. Berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses 

transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;

8. Menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas 

praktik pelanggaran PTM terbatas di daerah;

9. Melakukan simulasi PTM terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai PTM

terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam 

melaksanakan PTM terbatas; dan

10.Memfasilitasi tes usap (swab) untuk warga satuan pendidikan sebelum 

melakukan PTM terbatas.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAAT MEMPERSIAPKAN PTM TERBATAS (2/2)



30

1. Melaporkan kebijakan pembelajaran di daerahnya pada laman: 

a. http ://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan Ą tingkat 

provinsi; dan

b. http ://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/ kabkota Ą

tingkat kabupaten/kota;

2. Bersama Satgas COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik 

PTM terbatas, dengan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan 

pada laman http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/;

3. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada kepala daerah dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan pada laman 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/ ;

4. Memberhentikan PTM terbatas di satuan pendidikan apabila ditemukan kasus 

konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN SAAT PELAKSANAAN PTM TERBATAS



KEPALA DINAS KESEHATAN

31

1. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, dinas Pendidikan kabupaten/kota, untuk 

mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan PTM terbatas di satuan 

pendidikan secara berkala;

2. Memastikan Puskesmassetempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;

3. Menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan 

Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayahkerjanya terkonfirmasi 

COVID-19;

4. Memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktifmelakukan pengecekan 

kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;

5. Melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan Pendidikanterkonfirmasi 

COVID-19; dan

6. Memberi rekomendasi kepada satuan tugas COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan 

yang harus dilakukan pemberhentian PTM terbatas apabila ditemukan kasus terkonfirmasi 

COVID-19.



KEPALA SATUAN PENDIDIKAN (1/3)

32

1. Mengisi daftar periksa kesiapan PTM terbatas yang meliputi:

a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:

1) toilet bersih dan layak;

2) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan; dan

3) disinfektan;

b. mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;

c. kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik 

disabilitas rungu;

d. memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);

e. mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:

1) memiliki kondisi medis komorbid yang tidak terkontrol;

2) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;

3) memiliki riwayat peralanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-l9 yang tinggi 

dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi 

satuan tugas penanganan COVID-19; dan

4) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi 

mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID- 19;



KEPALA SATUAN PENDIDIKAN (2/3)

33

2. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, dan dapat melibatkan orang tua/wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:

a. tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;

b. tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan

c. tim pelatihan dan humas.

3. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, 

peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan 

pendidikan.

4. Jika terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan 

melakukan hal sebagai berikut:

a. melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 dan dinas pendidikan setempat;

b. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfrrmasi COVID-19, antara lain:

1) memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;

2) apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan 

tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;

3) apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan 

oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan

4) memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;



KEPALA SATUAN PENDIDIKAN (3/3)

34

c. mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam 

melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfrrmasi 

COVID-19 dan test COVID-19, dalam bentuk:

1) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang 

terkonfirmasi COVID-19;

2) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar 

dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan 

COVID-19 atau Puskesmas;

d. memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat 

sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas 

pelayanan kesehatan;

e. melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi 

COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan 

f. melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung 

sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID- 19.



MITIGASI RISIKO SARS-COV-2

35
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MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (1/4)

36

1

2

DI RUMAH (SEBELUM BERANGKAT KE SATUAN PENDIDIKAN)

a. Sarapan pagi dengan menu gizi seimbang;

b. Memastikan diri sehat dan tidak memiliki gejala batuk, pilek, 

sakit tenggorokan, : suhu Ó37,3°C, dan/atau sesak nafas;

c. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis 

sekali pakai dan membawa masker cadangan;

d. Menyiapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
e. Menyiapkan makanan beserta alat makan dan air minum;

f. Menyiapkan perlengkapan pribadi, seperti alat belajar, ibadah, 

olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam.

KEBERANGKATAN

a. Menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter;

b. Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh 

hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk/bersin;

dan

c. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi publik/antar -jemput.



MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (2/4)
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3
DI SATUAN PENDIDIKAN

Sebelum Masuk Gerbang

a. Pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;

b. Mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu 

tubuh, gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak 

nafas;

c. Melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan 

dan ruang kelas;

d. Untuk tamu, wajib mengikuti protokol kesehatan di satuan 

pendidikan.

Selama Kegiatan Belajar Mengajar

a. Menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi;

b. Mematuhi pengumuman di seluruh area satuan pendidikan 

terkait penggunaaan masker, CTPS, dan jaga jarak 1,5 meter;;

c. Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M wajib mengamati 

kesehatan warga satuan pendidikan, dan jika ada yang 

mengalami gangguan kesehatan harus mengikuti protokol 

kesehatan 3T, yaitu tes, telusur dan tindakan.



MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (3/4)
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3
DI SATUAN PENDIDIKAN

Selesai Kegiatan Belajar Mengajar

a. Tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS sebelum 

meninggalkan ruang kelas;

b. Keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris 

sambil menerapkan jaga jarak 1,5 meter;

c. Penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah 

disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat 

duduk

4

PULANG DARI SATUAN PENDIDIKAN

Di Perjalanan

a. Menggunakan masker dan tetap jaga jarak 1,5 meter;

b. Tidak menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh 

hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk/bersin;

c. Melakukan CPTS atau menggunakan handsanitizer sebelum dan 

sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.



MITIGASI RISIKO DI EMPAT LOKASI (4/4)
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4
PULANG DARI SATUAN PENDIDIKAN

Di Rumah

a. Melepas alas kaki, meletakan barang-barang yang dibawa di 

luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang 

tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;

b. Membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum 

berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;

c. Tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin;

d. Jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti 

suhu tubuh Ó37,3°C, atau keluhan batuk, pilek, sakit 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas setelah kembali dari satuan 

pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk 

segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.



TUGAS SATGAS COVID-19 DI SATUAN PENDIDIKAN DAN TIM PELAKSANA UKS/M
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SEBELUM PEMBELAJARAN SETELAH PEMBELAJARAN

1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan 

lingkungan satuan pendidikan;

2. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun 

cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan 

cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

3. memastikan ketersediaan masker, dan/atau 

masker tembus pandang cadangan;

4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh 

tembak) berfungsi dengan baik; dan

5. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan 

pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya 

gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas

1. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan 

lingkungan satuan pendidikan;

2. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, 

sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer),

3. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau 

masker tembus pandang cadangan;

4. memastikan thermogun (pengukur suhu tubuh 

tembak) berfungsi dengan baik; dan

5. melaporkan hasil pemantauan kesehatan warga 

satuan pendidikan harian kepada dinas 

pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama 

provinsi, dan kantor Kementerian Agama 

kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.



KEDISIPLINAN DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN 

ADALAH KUNCI. KARENA ITU, DIBUTUHKAN GOTONG-ROYONG 

SELURUH STAKEHOLDER DALAM MEMASTIKAN SETIAP ANAK 

INDONESIA MENDAPATKAN HAK BELAJARNYA DENGAN AMAN 

DAN SELAMAT!

TERIMA KASIH
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PANDUAN 3M

3M adalah kependekan dari menggunakan

masker, menjaga jarak aman dan

menghindari kerumunan, serta mencuci

tangan pakai sabun.

Satgas COVID-19 di Satuan Pendidikan

dapat berkoordinasi dengan Tim Pelaksana

UKS/M dalam pelaksanaandisiplin 3M.
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PANDUAN MEMAKAI MASKER
CARA MEMAKAI MASKER YANG BENAR CARA MENCUCI MASKER
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PANDUAN MENCUCI TANGAN
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PANDUAN MENJAGA JARAK
6. Sebisamungkin hindari penggunaan kendaraan umum.

7. Tunda atau batalkan acara berkumpul bareng keluarga besar

atau teman

8. Komunikasi tatap muka bisa dilakukan via telepon, internet,

media sosial,dan aplikasi

9. Tunda atau batalkan acara pertemuan, konser musik,

pertandingan olahraga, kegiatan keagamaan,dan kegiatan lain

yang mengundang orang banyak.

10. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi

dokter dan fasilitas lain.

11. Kalau mengalami demam, merasa lelah dan batuk kering,

lakukan isolasi diri .

12. Semua orang harus melakukan physical distancing untuk

mencegah penularan COVID-19

13. Jaga jarak harus lebih ketat jika untuk melindungi orang yang

berisiko

14. Orang yang berisiko, yaitu: berusia 60 tahun lebih; atau

memiliki penyakit penyerta seperti sakit jantung, tekanan darah

tinggi, diabetes, kanker, asmadan paru; ibu hamil.

1. Selalu menjaga jarak fisik (minimal 1,5 meter) dengan

orang lain.

2. Tetap berada di rumah sesuai panduan pemerintah,

kecuali ada keperluan mendesak.

3. Bekerja,belajar dan beribadah di rumah.

4. Keluar hanya untuk belanja hal penting atau pengobatan,

itu pun seminimal mungkin.

5. Gunakanmasker saat di luar rumah.
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PANDUAN 3T

3M membicarakan tentang peran warga satuan pendidikan sebagai individu . Sementara 3T

berbicara tentang bagaimana warga satuan pendidikan memberikan notifikasi atau
pemberitahuan pada orang di sekitarnya untuk waspada. Berikut ini penjelasan3T:

1. Pada tahap tes, diharapkan warga satuan pendidikan dapat melakukan pemeriksaan dini

melalui daftar periksa/screening mandiri. Harapannya bila ditemukan gejala yang mengarah

pada COVID-19, ia dapat segera pergi ke rumah sakit dan/atau tempat isolasi yang telah

ditetapkan pemerintah daerah setempat, untuk mendapatkan perawatan dengan cepat. Tak

hanya itu, dengan mengetahui lebih cepat, warga satuan pendidikan dapat menghindari
potensi penularan ke orang lain;

2. Pada tahap telusur, Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M dapat melakukan

pelacakanpada kontak-kontak terdekat warga satuan pendidikan yang diduga/terkonfirmasi

positif COVID-19. Setelah diidentifikasi, kontak erat pasien harus melakukan isolasi atau

mendapatkan perawatan lebih lanjut. Seandainyasi kontak erat menunjukkan gejala, maka
perlu dilakukan tes (kembali ke praktik pertama/testing) ;

3. Pada tahap tindakan, Satgas COVID-19 dan Tim Pelaksana UKS/M dapat berkoordinasi

dengan pihak puskesmas terdekat agar warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi

menderita COVID-19 dapat menjalani perawatan. Jika ditemukan tidak ada gejala, maka

warga satuan pendidikan harus melakukan isolasi mandiri di fasilitas yang sudah ditunjuk

pemerintah daerah setempat. Sebaliknya, jika orang tersebut menunjukkan gejala, maka

UKS/M bersama petugas kesehatan dapat merujuk warga satuan pendidikan ke rumah sakit
yang sudah ditunjuk pemerintah daerah setempat.
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PENJADWALAN PTM TERBATAS
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Agar physical distancing lebih optimal, harus ada 

penyesuaian jadwal pembelajaran tatap muka (PTM) 

dan pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan

mengatur kelas berapa masuk di hari apa dan jam 

berapa. 

Terkait hal itu ada 2 istilah yang perlu diperhatikan, 

yaitu:

1. Cohorting, yaitu pengelompokkan peserta didik 

pada kelompok kecil beserta guru, sehingga 

mereka hanya beraktifi tas pada circle yang sama;

2. Shifting, yaitu pembagian kelas pagi siang, PJJ 

dan PTM. Contoh:

a. Senin dan Kamis yang mengikuti PTM adalah 

kelas 1 dan 4;

b. Selasa dan Jumat yang PTM kelas 2 dan 5;

c. Rabu dan Sabtu yang PTM kelas 3 dan 6; dan

d. selebihnya PJJ

PJJ



PENATAAN RUANG KELAS

1. Jarak antar-orang (duduk, berdiri atau 

mengantri) minimal 1,5 meter, dan 

memberikan tanda jaga jarak antara 

lain pada area ruang kelas, kantin, 

tempat ibadah, lokasi antar/jemput 

peserta didik, ruang pendidik, kantor 

dan tata usaha, perpustakaan, dan 

koperasi;

2. kecukupan ruang terbuka dan saluran 

udara untuk memastikan sirkulasi yang 

baik. Contoh pengaturan ruang kelas:

a. Bagi kelas yang menggunakan 

ventilasi alami : pintu dan jendela 

agar dibuka.

b. Bagi kelas yang menggunakan AC 

wajib dirawat secara rutin minimal 

setiap 6 bulan sekali; dan 

c. Sesekali bisa belajar di luar kelas
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Sumber: Tim Pakar Gugus Tugas COVID -19



KANTIN SEHAT

Masa Transisi (2 bulan pertama) Tidak Diperbolehkan.

Warga satuan pendidikan disarankan membawa

makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.

Masa Kebiasaan Baru

Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
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PENGUATAN UKS/M
Senin 9 Maret 2020, terbit Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pencegahan COVID-19 pada Satuan Pendidikan, yang

menginstruksikan optimal isasi peran Usaha Kesehatan

Sekolah/Madrasah (UKS/M) dalam rangka pencegahan

penyebaran COVID- 19.

Bertolak dari surat edaran tersebut, Tim PelaksanaUKS/M dapat

berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di satuan pendidikan

dalam menjalankan beberapa peran selama penyelenggaraan PTM

Terbatas.

Lebih jauh, Tim Pelaksana UKS/M, dapat lebih mengoptimalkan

fungsi Trias UKS/M dengan terlibat aktif dalam penyelenggaraan

PTM, terutama untuk meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan

Sehat (PHBS), serta menciptakan lingkungan pendidikan yang

sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan

yang harmonis peserta didik.
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PERAN UKS/M DALAM PEMBUDAYAAN PHBS

Peran UKS/M di masa Pandemi COVID-19 

sangat signifikan, dan dapat memberikan 

edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS), yaitu sekumpulan perilaku yang 

dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai 

hasil pembelajaran, yang menjadikan 

seseorang, keluarga, kelompok atau 

masyarakat mampu menolong dirinya sendiri 

(mandiri) di bidang kesehatan dan berperan 

aktif dalam mewujudkan kesehatan 

masyarakat.
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MATERI PENDUKUNG
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No Materi Pendukung Alamat

1 Cara Cuci Tangan https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E

2 Cara Mengenakan Masker https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4

3 Cara Melindungi Diri dari COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw

4 Daftar Periksa http://eform.kemdikbud.go.id/view.php?id=20030

5 Pedoman Perilaku Hidup Bersih dan Sehat https://promkes.kemkes.go.id/phbs

6 Video Kapten Masker Melawan Virus Korona https://www.youtube.com/watch?v=ffspmItIiNk

7 Video Perilaku Hidup Bersih dan Sehat https://www.youtube.com/watch?v=HuTSWkU1dhM

8
Pedoman Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi 

COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM

9 Kembali ke Sekolah di Masa Pandemi https://www.youtube.com/watch?v=uFwq9O6477U

https://www.youtube.com/watch?v=3PmVJQUCm4E
https://www.youtube.com/watch?v=adB8RW4I3o4
https://www.youtube.com/watch?v=1APwq1df6Mw
https://www.youtube.com/watch?v=ffspmItIiNk
https://www.youtube.com/watch?v=HuTSWkU1dhM
https://www.youtube.com/watch?v=REJjgiZ7WJM

